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ABSTRAK 
Good corporate governance adalah kepengelolaan dan kepengarahan yang baik. Good corporate 
governance memiliki banyak indikator antara lain partisipasi, transparansi, tanggung jawab, keadilan dan 
akuntabilitas yang dipakai sebagai variabel dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan prinsip-prinsip good corporate governance dengan kinerja pegawai di Dinas Kesehatan 
Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan cross sectional 
study. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 90 responden dan sampel sebanyak 61 responden yang 
diambil dengan teknik accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Data 
dianalisis dengan uji chi square untuk melihat hubungan antara variabel independen dan dependen, 
kemudian dilakukan uji regression logistic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua variabel 
independen berhubungan dengan variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ada hubungan antara variabel partisipasi dan transparansi yang berhubungan dengan variabel dependen, 
nilai ρ masing-masing 0,004. Sedangkan variabel lainnya (tanggung jawab, keadilan dan akuntabilitas) 
tidak berhubungan. Partisipasi merupakan variabel yang paling berhubungan terhadap kinerja pegawai 
dengan nilai wald: 0,641 dan sig: 0,423.Penelitian ini menyarankan kepada pihak Dinas Kesehatan 
Kabupaten Wajo untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG.  
Kata kunci: Good Governance, kinerja pegawai, GCG. 
 
ABSTRACT 
Good corporate governance is a good direct or steers. Good corporate governance have many 
indicator such us participation, transpiration, responsibility, fairness and accountability. The all 
variables are the variables in this research. The study was to know relation between good corporate 
governance principles and officials’ performance in Health Governance Duty Wajo District. The research 
type was analyzed observational which the cross sectional study design the researching population is 90 
respondent and sample is 61 respondents, who take with accidental sampling technique.The facts 
accumulation make questionnaire. Then, the facts were analyzed with chi square for to know relation 
between independent and dependent variables and analyze with regression logistic test. The research 
result was indicating not all variables have a relation with dependent variables.Based on research 
indicated, there are had a relation between participation and transpiration variables with dependent 
variable, ρ value was each 0,004. Although, the others variables (responsibility, fairness and 
accountability), there are haven’t relation. Participation is the most have relation variable with the 
officials’ performance with wald value: 0,641 and sig value: 0,423.This study suggests to the Health 
Governance Duty Wajo District for to applying the GCG principles.  
Key words: good governance, officials’ performance, GCG 
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PENDAHULUAN 
Setiap daerah memiliki potensi untuk berkembang sesuai dengan undang-undang No.32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Landasan tersebut menuntut agar setiap daerah dapat 
meningkatkan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya. Terjadi 
perubahan paradigma organisasi dalam berbagai aspek, dari segi manajemen perubahan 
dariorganisasi yang bersifat sentralisasi ke organisasi yang bersifat desentralisasi, gaya 
kerjaorganisasi yang kaku berubah menjadi lebih fleksibel, kekuatan organisasi yang sebelumnya 
dilihat dari tolak ukur stabilitas organisasi kini bergeser pada kemampuan organisasi untuk 
mengadaptasi perubahan. Faktor politik yang mempengaruhi perubahan peran organisasi dalam 
hal ini dimana organisasi publik menuntut penerapan Good Governance (Profil Kesehatan 
Kabupaten Wajo, 2010). 
Sebagai sebuah konsep, Good Corporate Governance dapat digunakan untuk mengukur 
kinerja organisasi tertentu dengan prinsip-prinsip mengarahkan dan mengendalikan organisasi 
agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan dalam memberikan 
pertanggungjawabannya kepada para stakeholders. Prinsip-prinsip utama dari Good Corporate 
Governance yang menjadi indikator sebagaimana dikemukakan oleh Widilestariningtyas (2000) 
terdiri dari Fairness, Transparency, Accountability dan Participation. Sedangkan menurut UNDP 
(United Nation Development Programme) tahun 1997, bahwa prinsip Good Corporate 
Governance terdiri dari Participation (partisipasi), Rule of Law (kepastian hukum), 
Transparency (transparansi), Responsiveness (tanggung jawab), Consensuss Orientation 
(beriorentasi pada kesepakatan), Equity (keadilan), Effektiveness and Efficiency (efektivitas dan 
efisiensi), Accountability (akuntabilitas) dan Strategic Vision (visi straregik) (Sedarmayanti, 
2007).  
Penerapan Good Governance dimaksudkan agar terciptanya keterbukaan informasi, 
adanya pertanggungjawaban pimpinan, perlakuan adil bagi setiap pegawai dalam menjalankan 
kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai pegawai maupun adanya keterlibatan dari seluruh 
pegawai dalam pengembangan organisasi menjadi lebih baik lagi. Prinsip-prinsip good corporate 
governance menurut UNDP tahun 1997 bahwa prinsip bahwa prinsip Good Corporate 
Governance terdiri dari Partisipasi, Kepastian hukum, Transparansi, Tanggung jawab, 
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Beriorentasi pada kesepakatan, Keadilan, Efektivitas dan efisiensi, Akuntabilitas dan visi 
straregik (Sedarmayanti, 2007).   
Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo sesuai dengan gambaran visi dan misi serta tujuan dan 
sasaran yang ingin dicapai yang dituangkan dalam program-program kegiatan. Keberhasilan yang 
telah dicapai pada pelaksanaan program kegiatan untuk tahun  2008 dari 13 program dan 22 
kegiatan yang telah terealisasi sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang dalam 
pelaksanaannya terealisasi sekitar 70% - 95%. Gambaran keberhasilan yang telah dilakukan dari 
sisi lain juga terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan. Masih lemahnya 
personil atau aparat dalam pengelolaan kegiatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif serta 
masih kurangnya pemahaman dalam proses dan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan permasalahan 
tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kinerja pegawai dengan 
prinsip-prinsip good corporate governance di Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2012 
(Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, 2010). 
 
BAHAN DAN METODE  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif bentuk survei dengan pendekatan Cross 
Sectional. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo. Waktu pengumpulan 
data dilakukan sejak Bulan Juni hingga Bulan Juli. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo yang berjumlah 90 orang. Dengan rincian 69 
orang PNS (Pegawai Negeri Sipil), 19 orang tenaga honorer dan 2 orang tenaga sukarela. 
Penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana 
peneliti melakukan penelitian kepada responden yang berhasil ditemui pada saat melakukan 
penelitian. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 61 orang.  
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data 
sekunder. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode Kuesioner dengan menyusun daftar 
pertanyaan terstruktur berkaitan dengan variabel penelitian yang selanjutnya disebarkan kepada 
responden. Pengolahan data yang dilakukan meliputi editing, coding, tabulating dan diolah 
dengan komputer program SPSS yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan 
tabulasi silang. Analisis data yang dilakukan meliputi analisis univariat, analisis bivariat dan 
analisis multivariat. 
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HASIL 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, karakteristik responden meliputi 
jabatan, pangkat/golongan, usia, pendidikan terakhir dan masa kerja. Responden dengan jabatan 
staf merupakan responden  terbanyak yaitu 67,21%, diikuti oleh kepala seksi sebanyak 18,03%. 
Sedangkan pangkat yang paling banyak adalah III a dan III b. Responden dengan dengan 
tingkatan usia terbanyak yaitu rentang 40-49 tahun yaitu sebanyak 28 orang (45,9%). Responden 
dengan pendidikan terakhir SMU paling banyak yaitu sebanyak 42,62% diikuti oleh S1 sebanyak 
39,34%. Sedangkan responden dengan masa kerja 6-10 dan 11-15 tahun memiliki nilai presentasi 
yang sama yaitu sebanyak 24,59% (Tabel 1). 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan  menggunakan 5 variabel antara 
lain prinsip partisipasi, prinsip transparansi, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan dan prinsip 
akuntabilitas. Hasil yang diperoleh setelah melakukan analisis univariat yaitu prinsip partisipasi, 
keadilan dan akuntabilitas mempunyai nilai yang sama yaitu jumlah masing yang bernilai positif 
yaitu sebanyak 55 orang dan negatif sebanyak 6 orang dengan presentasi sebanyak 90,2 % dan 
9.8 %. Sedangkan prinsip transparansi dan tanggung jawab mempunyai nilai yang sama yaitu 
yang bernilai positif sebanyak 54 orang dan yang bernilai negatif 7 orang. Sedangkan presentasi 
sebanyak 88,5 % dan 11,5 % (tabel 2). 
Berdasarkan hasil uji statistik regresi logistik dengan menggunakan metode Backward LR 
didapatkan bahwa partisipasi merupakan variabel independen yang  paling berhubungan terhadap 
kinerja dengan nilai wald 0,641 dan sig= 0,423. Selain variabel partisipasi, variabel tanggung 
jawab mempunyai pengaruh yang cukup tinggi dengan nilai wald = 2,597 dan                             
sig = 0,107 (Tabel 3). 
 
PEMBAHASAN 
Partisipasi menurut UNDP dalam LAN dan BPKP (2000) merumuskan setiap warga 
negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun secara 
intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun 
atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstuktif. Hasil yang 
diperoleh analisis antara prinsip partisipasi dengan kinerja pegawai didapatkan informasi bahwa 
responden yang menyatakan kinerja baik dan partisipatif berada pada kategori baik sebanyak  43 
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responden (96,6%). Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pegawai berhak mendapatkan 
kesempatan yang sama untuk berpatisipasi dalam rapat rutin dan kegiatan dinas kesehatan. 
Meskipun demikian, terdapat 6 responden (20%) yang partisipasinya kurang baik dan  kinerjanya 
juga kurang. Namun hal ini bisa diperbaiki dengan memberikan kesempatan kepada pegawai 
untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan, pelatihan serta rapat-rapat yang dilaksanakan.  
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan kegiatan instansi, yakni informasi tentang 
kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dari hasil 
deskripsi variabel diperoleh bahwa responden yang menyatakan prinsip transparansi dengan 
kategori baik terhadap pernyataan-pernyataan transparansi sebanyak 54 responden (88,5%). 
Sedangkan responden yang menyatakan prinsip transparansi dengan kategori kurang terhadap 
pernyataan-pernyataan transparansi sebanyak 7 responden (11,5%).  Hasil analisis dengan 
menggunakan chi-square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara prinsip transparansi 
dengan kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo dengan nilai ρ= 0,04. 
Dari hasil deskripsi variabel diperoleh bahwa responden yang menyatakan prinsip 
tanggung jawab dengan kategori baik terhadap pernyataan-pernyataan keadilan sebanyak 54 
responden (88,5%). Sedangkan responden yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kinerja 
yang kurang baik yaitu sebanyak 7 responden (11,5%). Adanya responden yang menyatakan 
prinsip dengan kategori kurang baik ditunjukkan pada pernyataan bahwa tidak semua responden 
menganggap bahwa pimpinan melakukan rapat dengan semua pegawai untuk menentukan 
langkah strategis. Hasil analisis dengan menggunakan chi-square menunjukkan bahwa tidak 
terdapat hubungan antara prinsip tanggung jawab dengan kinerja pegawai di Dinas Kesehatan 
Kabupaten Wajo karena nilai ρ tidak ada yang dibawah 0,05 (harga ρ mutlak). 
Dari hasil deskripsi variabel diperoleh bahwa responden yang menyatakan prinsip 
keadilan dengan kategori baik terhadap pernyataan-pernyataan keadilan sebanyak 55 responden 
(90,2%) sedangkan responden yang menyatakan prinsip keadilan dengan kategori kurang baik 
terhadap pernyataan keadilan sebanyak 6 responden (9,8%).  Prinsip keadilan tergolong baik 
karena setiap pegawai telah mendapatkan insentif maupun tunjangan sesuai dengan kinerjanya 
dan hak dan kewajiban seluruh pegawai diatur secara tertulis serta penempatan posisi kerja sesuai 
dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya. Hasil analisis dengan menggunakan chi-
square menunjukkan bahwa  tidak terdapat hubungan antara prinsip keadilan dengan kinerja 
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pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo karena nilai ρ tidak ada yang dibawah 0,05     
(harga ρ mutlak). 
Dari hasil deskripsi variabel diperoleh bahwa responden yang menyatakan prinsip 
akuntabilitas dengan kategori baik terhadap pernyataan-pernyataan keadilan sebanyak 55 
responden (90,2%) sedangkan responden yang menyatakan prinsip akuntabilitas dengan kategori 
kurang baik terhadap pernyataan akuntabilitas sebanyak 6 responden (9,8%).  Prinsip 
akuntabilitas tergolong baik karena setiap pegawai telah mendapatkan wewenang dan pembagian 
kerja setiap pegawai telah diuraikan secara jelas, pegawai telah melaksanakan tugas dengan baik 
dan melaporkan hasil kerjanya, pimpinan melaporkan pertanggungjawaban kinerja Dinas 
Kesehatan kepada Pemerintah Daerah dan lain-lain. Hasil analisis dengan menggunakan chi-
square menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara prinsip Akuntabilitas dengan kinerja 
pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo karena nilai ρ dibawah 0,05 (harga ρ mutlak). 
Penelitian lain oleh Ester (2009) mengenai “Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good 
Governance terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kantor Dinas Jalan dan Jembatan Sumatera 
Utara” didapatkan bahwa : pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance terhadap 
efektifitas kerja pegawai di Dinas Jalan dan Jembatan Sumatera Utara sebesar 31,24%. 
Penelitian yang dilakukan oleh Nining (2011) mengenai “Analisis Efektifitas Pegawai 
Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu 
Timur” menujukkan bahwa ada hubungan antara prinsip akuntabilitas dengan kinerja pegawai di 
Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dengan nilai p=0,002; ada hubungan antara prinsip 
transparansi dengan kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dengan nilai 
p=0,000; ada hubungan antara prinsip keadilan dengan kinerja pegawai di Dinas Kesehatan 
Kabupaten Luwu Timur dengan nilai p=0,000; ada hubungan antara prinsip partisipasi dengan 
kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dengan nilai p=0,000. Perbedaan 
hasil yang didapatkan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dipengaruhi oleh banyak 
faktor antara lain faktor budaya organisasi, tingkat pendidikan SDM, fasilitas organisasi yang 
disediakan dan sebagainya 
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Analisis Multivariat 
Berdasarkan hasil analisis dari semua variabel yang berhubungan dengan variabel, prinsip 
partisipasi merupakan variabel yang berpengaruh terhadap kinerja dimana nilai wald 0,641 dan 
sig= 0,423. Hal ini tidak berarti bahwa hanya variabel partisipasi yang berpengaruh, variabel 
yang lain juga cukup berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Ini juga memberikan pemahaman 
kepada kita bahwa  partisipasi, transparansi, tanggung jawab, keadilan dan akuntabilitas 
digunakan secara bersamaan untuk memperbaiki kinerja walaupun dalam penelitian ini tidak 
semuanya prinsip tersebut berpengaruh terhadap kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo. 
Kita juga bisa mengatakan bahwa kinerja akan baik jika kelima prinsip tersebut diterapkan secara 
bersamaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nining (2011) adalah variabel yang paling 
berhubungan terhadap kinerja pegawai adalah prinsip keadilan dengan nilai wald=6,142 dan nilai 
sig=0,013. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan antara prinsip partisipasi dan transparansi dengan kinerja pegawai di Dinas Kesehatan 
Kabupaten Wajo dengan nilai p=0,04; tidak ada hubungan antara prinsip tanggung jawab, 
keadilan dan akuntabilitas dengan kinerja pegawai di DinasKesehatan Kabupaten Wajo karena 
nilai  p >0,05; variabel yang paling berhubungan terhadap kinerja pegawai adalah prinsip 
partisipasi dengan nilai wald 0,641 dan sig= 0,423. 
 
SARAN 
Hendaknya pihak pimpinan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance kepada semua pegawainya sehingga akan tercipta tingkat kinerja pegawai yang 
diharapkan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pihak pimpinan untuk menerapkan 
prinsip GCG tersebut antara lain memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawai 
untuk mengikuti semua kegiatan, rapat dan pelatihan kepada semua pegawai berdasarkan 
kemampuan dan keahlian dari pegawai yang bersangkutan serta melakukan rapat dengan pegawai 
untuk menentukan langkah strategis minimal setahun sekali. 
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LAMPIRAN 
Tabel 1. Karakteristik Umum Responden meliputi jabatan, Pangkat/Golongan, Usia, 
Pendidikan Terakhir dan  Masa Kerja 
  Karakteristik Umum n %   
 
Jabatan 
   
  
Kepala Seksi 11 18.03 
 
  
Kepala Bagian 3 3.28 
 
  
Kepala Sub Bagian 2 3.28 
 
  
Staf 41 67.21 
 
  
Staf Khusus 5 8.2 
 
 
Pangkat/Golongan 
   
  
VI a 3 4.92 
 
  
III c dan III d 13 21.31 
 
  
III a dan III b 14 22.95 
 
  
II c dan II d 8 13.11 
 
  
II a dan II b 11 18.03 
 
  
Tidak Ada Golongan 12 19.67 
 
 
Usia 
   
  
20-29 12 19.6 
 
  
30-39 20 32.7 
 
  
40-49 28 45.9 
 
  
>50 1 1.6 
 
 
Pendidikan Terakhir 
   
  
SMU 26 42.62 
 
  
Diploma 8 13.11 
 
  
S1 24 39.34 
 
  
S2 3 4.92 
 
 
Masa Kerja 
   
  
0-5 22 36.07 
 
  
10-Jun 15 24.59 
 
  
11 – 15 15 24.59 
 
  
>16 9 14.75 
   Jumlah 61 100   
 
Sumber: Data Primer 2012 
   
 
 
 
 
10 
 
Tabel 2. Analisis Univariat meliputi variabel Partisipasi, Transparansi, Tanggung Jawab, 
Keadilan dan Akuntabilitas 
  Variabel Penelitian n %   
 
Prinsip Partisipasi 
   
  
Partisipatif 55 90.2 
 
  
Tidak Partisipatif 6 9.8 
 
 
Prinsip Transparansi 
   
  
Transparan 54 88.5 
 
  
Tidak Transparan 7 11.5 
 
 
Prinsip Tanggung 
Jawab    
  
Tanggung Jawab 54 88.5 
 
  
Tidak Tanggung Jawab 7 11.5 
 
 
Prinsip Keadilan 
   
  
Adil 55 90.2 
 
  
Tidak adil 6 9.8 
 
 
Prinsip Akuntabilitas 
   
  
Akuntabel 55 90.2 
 
  
Tidak Akuntabel 6 9.8 
   Jumlah 61 100   
 
Sumber: Data Primer 2012 
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Tabel 3. Analisis Multivariat Variabel Partisipasi, Transparansi, Tanggung Jawab, 
Keadilan dan Akuntabilitas 
Variabel B SE Wald Df Sig. Eks (B) 
Step 1 
      partisipasi(1) -2.492 1.419 3.083 1 0.079 0.083 
transparansi(1) 0.538 1.578 0.116 1 0.733 1.713 
tanggungjawab(1) -2.099 1.179 3.172 1 0.075 0.123 
keadilan(1) 19.652 14760.1 0 1 0.999 3.43E+08 
akuntabilitas(1) -0.884 1.867 0.224 1 0.636 0.413 
Constant -17.454 14760.1 0 1 0.999 0 
Step 2             
partisipasi(1) -2.63 1.348 3.808 1 0.051 0.072 
tanggungjawab(1) -2.003 1.147 3.053 1 0.081 0.135 
keadilan(1) 19.372 15211.1 0 1 0.999 2.59E+08 
akuntabilitas(1) -0.551 1.551 0.126 1 0.722 0.576 
Constant -16.958 15211.1 0 1 0.999 0 
Step 3             
partisipasi(1) -2.936 1.07 7.538 1 0.006 0.053 
tanggungjawab(1) -1.891 1.117 2.865 1 0.091 0.151 
keadilan(1) 19.06 15721.4 0 1 0.999 1.90E+08 
Constant -16.951 15721.4 0 1 0.999 0 
Step 4             
partisipasi(1) -3.085 1.061 8.458 1 0.004 0.046 
tanggungjawab(1) -1.735 1.077 2.597 1 0.107 0.176 
Constant 1.979 1.272 2.421 1 0.12 7.235 
Step 5             
partisipasi(1) -3.239 1.01 10.287 1 0.001 0.039 
Constant 0.693 0.866 0.641 1 0.423 2 
Sumber: Data Primer 2012 
       
